PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

o a.

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALDO,

bahwa wilayah laut Provinsi adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari wilayah laut nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan

untuk kesejahteraan masyarakat;

bahwa wilayah laut mengandung sumber daya terumbu karang
dan ekosistemnya merupakan kekayaan alam bernilai tinggi,
sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan

dan berkelanjutan;

bahwa guna mengatasi kerusakan ekosistem terumbu karang
dimana proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama,
perlu dilakukan pengelolaan secara berencana, terpadu, dan
berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan nasional,
kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dan kepentingan

masyarakat di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi

Gorontalo;



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3260);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Daftar
Koordinat geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di luar Pengendalian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3982);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan
Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang
Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 04 Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 04 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04 Seri D).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menetapkan

dan
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PROVINSI
GORONTALO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah otonom Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Balitbangpedalda adalah instansi yang bertugas mengendalikan
dampak lingkungan hidup di daerah.

Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu
ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut
penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar
laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan
sekitarnnya.

Terumbu Buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut
dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak terutama
untuk memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan
menetap, sehingga dapat mempercepat pemulihan populasi biota
laut.

Ekosistem adalah Kesatuan Komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan
dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.



